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MOTTO 

 

“Keadilan adalah bagian dari jiwa manusia. Dapat dirasakan namun sulit 

diterjemahkan”. 

-LORD DENNING-
1
 

  

                                                           
Djohansyah. Reformasi Mahkamah Agung Menuju Independensi Kekuasaan Kehakiman.Bekasi: 
Kesiant Blanc 
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RINGKASAN 

 

 Hakim adalah salah satu predikat yang melekat pada seorang yang 

memiliki pekerjaan dengan spesifikasi khusus dalam bidang hukum dan peradilan 

hingga banyak bersinggungan dengan masalah mengenai kebebasan dan keadilan 

secara legal. Kebebasan hakim sendiri merupakan kebebasan dalam memutus 

perkara menurut keyakinannya serta bebas pula dari pengaruh pihak ekstra 

yudisial. Kebebasan Hakim dalam menjatuhkan vonis minimal khususnya Kasus 

Tindak Pidana Korupsi menjadi menjadi hal yang menarik untuk dikaji. Oleh 

karena itu penulis tertarik untuk mengetahui, membahas serta memahami dalam 

suatu karya tulis berbentuk skripsi dengan judul: 

“KAJIAN YURIDIS KEMERDEKAAN HAKIM DALAM 

MENJATUHKAN VONIS MINIMAL KASUS TINDAK PIDANA 

KORUPSI BERDASARKAN UNDANG – UNDANG NOMOR 48 TAHUN 

2009 TENTANG KEKUASAAN KEHAKIMAN”. 

Berdasarkan judul tersebut, dalam penulisan skripsi ini penulis 

menggunakan beberapa rumusan masalah yakni bagaimana pertimbangan hakim 

dalam menjatuhkan vonis minimal kasus tindak pidana korupsi dan bagaimanakah 

bentuk kebebasan hakim dalam menjatuhkan vonis minimal kasus tindak pidana 

korupsi. 

Adapun tujuan dari penelitian skripsi ini adalah untuk menganalisis 

maksud dari permasalahan yang hendak dibahas dalam skripsi ini. 

Pada penelitian skripsi ini penulis menggunakan tipe penelitian yang 

bersifat yuridis normatif (legal reseach) yang difokuskan untuk mengkaji norma – 

norma dan kaidah hukum positif yang berlaku. Adapun pendekatan yang 

digunakan dalam penulisan skripsi ini yakni pendekatan perundang – undangan 

(statute approach),  pendekatan asas – asas hukum hukum (legal principle 

approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). pada bahan hukum, 

penulis menggunakan tiga jenis bahan hukum yakni, bahan hukum primer, bahan 

hukum sekunder dan bahan non hukum. Sedangkan pada analisis bahan hukum, 
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penulis menggunakan metode deduksi yang berpedoman pada prinsip – prinsip 

dasar kemudian menghadirkan objek yang hendak diteliti. 

Adapun kesimpulan dari skripsi ini antara lain: 1). Pertimbangan Hakim 

merupakan suatu upaya mutlak yang harus ada ketika hakim akan menjatuhkan 

putusan. Pertimbangan hakim dalam hal ini mencakup alasan – alasan logis, 

alasan berdasarkan peraturan perundang – undangan serta segala bentuk fakta – 

fakta apasaja yang terbukti dipersidangan termasuk juga pada hal yang 

memberatkan dan hal yang meringankan terdakwa. Pertimbangan hakim dalam 

menjatukan putusan dapat dilakukan dalam sidang permusyawaratan hakim guna 

membahas serangkaian pemeriksaan dalam persidangan, untuk selanjutnya 

merundingkan, memeriksa berdasarkan bukti dan fakta – fakta hukum yang 

terungkap dipersidangan, mengadili dan memutus perkara sesuai dengan 

ketentuan hukum yang berlaku dengan tidak melupakan nilai keadilan. 2). Dalam 

hal menjatuhkan putusan, bentuk kebebasan hakim merupakan kebebasan mutlak 

terbatas, artinya hakim bebas menjatuhkan putusan sesuai keyakinannya dan fakta 

yang ada dipersidangan serta terbatas karena kebebasan seorang hakim dibatasi 

oleh Pancasila, Undang – Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 serta 

Peraturan – peraturan lain yang dibuat dengan tujuan agar dengan kebebasan yang 

dimilikinya, seorang hakim tidak melakukan perbuatan kesewenang – wenangan 

dalam melaksanakan fungsi peradilan. 
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